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a 	 Buruh yang umumnya dikenal sebagai golongan lemah, selalu berada pada 
posisi yang dirugikan kepentingannya. Sedangkan pihak pengusaha oleh 
karena kewenangannya dapat menentukan kebijakan· untuk kepentingan 
pengusaha. 
Buruh untuk melangsungkan bidupnya secara tidak langsung d.ipaksa untuk 
menerima keputusan yang ditetapkan oleh pengusaha, meskipun hal tersebut 
dirasakan sangat berat. Artinya, buruh lebih banyak mengorbankan hak dan 
kewajibannya 
b 	 Adanya Keputusan Menteri Tenaga KeIja, Kepmenaker No. 150/ 2000 
menyatakan denganjelas bahwa PHK tidak dapat begitu saja dilakukan. Tapi, 
harns sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Kepmenaker 150/2000. 
Apabila buruh tidak melakukan kesalahan berat, buruh tidak dapat di PHK 
begitu saja. Melainkan hanya diberi peringatan atau pun teguran akan 
kesalahannya. Kecuali, buruh telah melakukan kesalahan berat seperti yang 
tercantum dalam pasal 18 ayat 1 Kepmenaker 150/2000. 
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2. 	 Saran 
a Angka pengangguran di Indonesia makin hari semakin bertambah 
. 	 . . 
b 	 Mengingat pasal 27 UUD1945. bahwa ...."Setiap warga negara berhak atas 
pekerjaan atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam hal ini 
pengusaha seharusnya menghormati hak buruh sebagai manusia demi 
kehidupannya. 
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Surabaya, Jawa Timur selaku 
lembaga yang berwenang dalam penyelesaian ini diharapkan lebih 
mendengarkan suara buruh. 
d 	 Pemerintah sebaiknya rnembuat peraturan bam rnengenai PHK sepihak oleh 
pengusaha berupa sanksi yang cukup tegas. Karena. selama ini yang terlihat 
hanya peraturan yang dikhususkan untuk buruh saja. Hal ini dapat 
rnengakibatkan kesewenang-wenangan pengusaha dalam mem-PHK buruh. 
Diharapkan pemerintah dapat lebih rnernperhatikan rnasalah buruh yang 
sering terjadi di Indonesia. 
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